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BAB I
PEMBELAJARAN I
PERAN MAHASISWA DALAM PEMBERATANSAN KORUPSI
KOMPETENSI DASAR
1. Mahasiswa mampu memahami perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan lingkup nasional.
2. Mahasiswa mampu dan berani untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi.
3. Mahasiswa mampu menginternalisasi perilaku anti korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari.

MATERI
A. LATAR BELAKANG
Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

B. GERAKAN MAHASISWA
Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsipun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. 
Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Tugas KPK : Koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tindakan pencegahan tidak pidana korupsi
Melakukan monitor  pemeriksaan di sidang pengadilan - dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. 
Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.
Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat
Korupsi itu terjadi jika ada  pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: niat, kesempatan dan kewenangan. Niat  adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang, kesempatan lebih terkait  dengan sistem yang ada dan  kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia.
Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Maka upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.

C. PERAN MAHASISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu:
1. Lingkungan keluarga 
lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib. karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias.
Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga antara lain :
a. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?
b. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan (lagu, film, software, tas, sepatu, dsb.)
2. Lingkungan Kampus
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Upaya yang dapat dilakukan mahasiswa dilingkungan  kampus :
a. Menciptakan lingkungan kampus bebas korupsi 
Menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di lingkungan kampus. 
Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi.
Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.
b. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi
Kegiatan seperti kuliah kerja nyata (KKN) dapat dimodifikasi menjadi kegiatan observasi tentang pelayanan publik didalam masyarakat dan sejaligus sosialisasi gerakan anti korupsi dan bahaya korupsi kepada masyarakat. Meminta pendapat kepada masyarakat tentang pelayanan publik atau mendengarkan keluhan masyarakat terkait korupsi
3. Lingkugan Masyarakat
Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya: 
Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya:
· Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya:  pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? 
· Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut?
· Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?
· Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya: kondisi  jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dsb
· Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya: pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai, dsb
· Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?
4. Tingkat Lokal Dan Nasional
Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat  menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat  yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas.

D. EVALUASI
Bagaimanan keterlibatan mahasiswa dalam upaya gerakan anti korupsi 










BAB II
PEMBELAJARAN 2
KORUPSI
KOMPETENSI DASAR
1. Mahasiswa mampu menjelaskan Arti kata dan Definisi  Korupsi dengan benar;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Ciri-ciri Korupsi dengan  benar;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan Bentuk/ Jenis Korupsi dan Perilaku Koruptif dengan benar;
4. Mahasiswa  mampu menjelaskan Tingkatan Korupsi dengan  benar
5. Mahasiswa mampu menjelaskan Penyebab Korupsi dengan  benar.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar Hukum Anti Korupsi  dengan benar

MATERI
A. PENGERTIAN
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio”  (Fockema Andrea: 1951) atau “corruptus” (Webster  Student Dictionary: 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa  Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian  dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption”  (Perancis) dan “corruptie/ korruptie” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan,  keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak  bermoral, penyimpangan dari kesucian.
Ada banyak pengertian tentang korupsi, di antaranya  adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI), didefinisikan “penyelewengan atau penggelapan  uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk  keperluan pribadi”.
Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan  bahwa (Muhammad Ali: 1998):
· Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri  dan sebagainya;
· Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
· Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.
Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang  busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan  tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang  bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk,  menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah,  penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena  pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan  penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan  di bawah kekuasaan jabatan.

B. CIRI-CIRI KORUPSI
Seperti apa ciri-ciri korupsi, ada 6 ciri korupsi antara lain
1. Dilakukan lebih dari satu orang
2. Merahasiakan motifnya
3. Berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu
4. Berlindung dibalik pembenaran hukum
5. Melanggar kaidah kejujuran
6. Mengkhianati kepercayaan

C. BENTUK-BENTUK KORUPSI
Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 Junto UU No. 20 tahun 2001 dan berikan contohnya (2006), bentuk korupsi adalah sebagai berikut :
1. Kerugian keuangan negara
· Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperaya diri sendir atau otrang lain atau korporasi
· Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
· Seorang PNS mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah ternyata tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya
· Seorang pegawai pencatat restribusi pelayanan puskesmas tidak menyetorkan sesuai dengan jumlah pasien yang datang berobat
2. Suap menyuap
· Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan  maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat  sesuatu dalam jabatannya;
· Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penye-lenggara negara karena atau berhubungan  dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan  dalam ja-batannya;
· Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang  mele-kat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh  pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan  atau kedu-dukan tersebut;
· Seorang ibu datang ke panitia penerimaan mahasiswa baru dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa dan ibu terebut menjanjikan sesuatu kalo anaknya diterima
· Keluarga pasien memberikan sesuatu kepada petugas penerima pasien baru supaya mendapatkan prioritas tempat rawat inap di ICU ruma sakit dimana tempat tidur pasien selalu penuh
3. Penggelapan dalam jabatan
· Pegawai negeri atau orang selain pegawai  negeri yang ditugaskan menjalankan suatu  jabatan umum secara terus menerus atau  untuk sementara waktu, dengan disimpan karena jabatannya, atau uang/ surat berharga  tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain  atau membantu dalam melakukan perbuatan  tersebut;
· Pegawai negeri atau orang selain pegawai  negeri yang di-tugaskan menjalankan suatu  jabatan umum secara terus menerus atau untuk  sementara waktu, dengan sengaja memalsu  buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk  pemeriksaan adminstrasi;
· Seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat keterang balik nama barang atas namanya sendiri
· Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang di-tugaskan menjalankan suatu  jabatan umum secara terus menerus atau untuk  sementara waktu, dengan sengaja  menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak  dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar  yang digu-nakan untuk meyakinkan atau  membuktikan di muka pejabat yang berwenang,  yang dikuasai karena jabatannya;
4. Pemerasan
· Pegawai negeri atau penyelenggara negara  yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain se-cara melawan hukum,  atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya  memaksa    seseorang    memberikan    sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan  potongan  atau  untuk  mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
· Seorang dosen menerbitkan buku yang sudah beredar di toko buku. Pada saat mengajar  si dosen menyampaikan bahwa seluruh mahasiswa diwajibkan untuk membeli buku yangdikarang oleh dosen yang bersangkutan
· Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada wak-tu menjalankan tugas, meminta  atau	menerima	pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada  dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
5. Perbuatan curang
· Seorang mahasiswa membuat laporan kegiatan  praktik laporan klinik dengan menggunakan data yang tidak sebenarnya  atau mengarang sendiri
6. Perbuatan Kepentingan Dalam Pengadaan Barang
· Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenan lelang, ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhir panitia lelang memenangkannya
· Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja  turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau  perse-waan yang pada saat dilakukan perbuatan,  untuk se-luruh atau sebagian ditugaskan untuk  mengurus atau mengawasinya
7. Gratifikasi
· Mahasiswa memberikan hadiah kepada pembimbing dan penguji saat ujianakhir
· Keluarga pasien memberikan uang kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih dari biasanya
· Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau  peny-elenggara dianggap pemberian suap, apabila  ber-hubungan dengan jabatannya dan yang  berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

D. JENIS-JENIS  KORUPSI
1. Korupsi transaktif (transactive corruption); 
yaitu  menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
2. Korupsi yang memeras (extortive corruption); 
adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif (investive corruption)
adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption) 
adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif (defensive corruption) 
adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (autogenic corruption) 
adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang diri dan tidak melibatkan orang lain seperti seorang anggota DPR melahirkan UU yang dapat menguntungkan dirinya.
7. Korupsi dukungan (supportive corruption) 
yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang  atau imbalan langsung dalam bentuk lain.

E. EVALUASI
1. Jelaskan yang dimaksud dengan korupsi dan ciri ciri korupsi
2. Berikan contoh dari beberapa jenis-jenis korupsi
3. Jelaskan  tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 Junto UU No. 20 tahun 2001 dan berikan contohnya  













BAB III
PEMBELJARAN 3
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
KOMPETENSI DASAR
1. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor  pendorong  terjadinya  korupsi;
2. Mahasiswa dapat membedakan faktor internal  dan faktor  eksternal penyebab terjadinya  korupsi;
3. Mahasiswa dapat menyimpulkan faktor internal  dan faktor eksternal   pendorong prilaku  korup;
4. Mahasiswa mampu mengeliminir sikap diri sendiri yang cenderung  mendorong perilaku  korup;
5. Mahasiswa dapat menumbuhkan sikap anti korupsi.

MATERI
 
A. FAKTOR-FAKTOR SECARA UMUM
Pada dasarnya korupsi merupakan suatau tindakan menyimpang yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun sepanjang intensif yang dhasilkan cukup besar. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih "mendewakan“ materi maka dapat "memaksa" terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009).  
Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Boulogne atau sering disebut disebut GONE Theory  bahwa  faktor-faktor	yang menyebabkan terjadinya korupsi sebagai berikut.
1. Greeds (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang
2. Opportunities  (kesempatan):   berkaitan  dengan  keadaan   organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga ter  buka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
3. Needs (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar
4.  Exposures (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan
Faktor-faktor Greeds dan  Needs  berkaitan dengaan individu pelaku (aktor) korupsi yaitu individu atau kelompok, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi dan merugikan  pihak korban.
Adapun faktor-faktor	Opportunities dan Exposures  berkaitan dengan korban	 perbuatan   kor upsi,  yaitu   organisasi,  institusi,  masyarakat yang kepentingannya dirugikan.  

B. FAKTOR EKSTERNAL
1. Faktor Politik
Perilaku korup seperti  penyuapan, politik  uang  merupakan  fenomena  yang sering  terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan  gambaran  bahwa politik  uang (money politic) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence.
2. Faktor Hukum
Faktor hukum ini  bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain adalah lemahnya penegakan  hukum.
Tidak  baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi).
Praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara  kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk  putusan-putusan  pengadilan.
3. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan.
4. Faktor Organisasi
Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi
Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:
· Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
· Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.
· Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. 
· Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan.

C. FAKTOR INTERNAL
1. Aspek Perilaku Individu 
a. Sifat tamak/rakus manusia. 
Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membuuhkan makan. Korupsi adalah kehjahatan orang profesional yang rakus. Sedah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang pada diri sendir, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras  tanpa kompromi, wajib hukumnya.
b. Moral yang kurang kuat
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi.
c. Gaya hidup yang konsumtif.
Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi
d. Aspek Sosial Perilaku 
Perilaku  korup  dapat  terjadi  karena  dorongan  keluarga.  Kaum  behavioris  mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sikap baik seseorang yang sudah menjadi tralis pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

D. TINGKATAN KORUPSI
1. Materi Benefit
Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi ini pada level ini merupakan korupsi tingkat paling membahayakan karene melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Korupsi paling banyak di Indonesia
2. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah  Merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan  melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara  maupun lembaga-lembaga struktural lainnya termasuk  lembaga	pendidikan	tanpa	mendapatkan	keuntungan  materi.
3. Pengkhianatan terhadap kepercayaan (betrayal of trust)
· Pengkhianatan merupakan korupsi paling sederhana
· Orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan  atau amanat yang diterimanya adalah koruptor.
· Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi
· Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat  atau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi  merupakan bentuk korupsi

E. PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORITIS
Cultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi.
Fiona Robertson-Snape (1999) bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia  dihubungkan  dengan bukti-bukti  kebiasaan-kebiasaan kuno orang jawa. Dan jika  bila dirunut prilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori antara lain :
1. Teori Perilaku TEORI MEANS-ENDS SCHEME : Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.
2. TEORI SOLIDARITAS SOSIAL
Teori lain yang menjabarkan  terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917). Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan  oleh  masyarakatnya
3. GONE THEORY 
Teori yang juga membahas mengenai prilaku korupsi, dengan baik di hadirkan oleh Jack Bologne (Bologne : 2006), yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi GONE Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan).

F. EVALUASI
Bagaimana faktor faktor penyebab korupsi
BAB IV
PEMBELAJARAN 4
DAMPAK KORUPSI

KOMPETENSI DASAR
1. Mahasiswa mengetahui dampak korupsi;
2. Mahasiswa dapat memiliki empati pada korban korupsi;
3. Mahasiswa bersedia tidak melakukan perbuatan korupsi.

MATERI

A. DAMPAK KORUPSI
1. DAMPAK EKONOMI
Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, dan dapatberdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995, dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011). Tidak  mudah memberantas korupsi, sebab korupsi dalam suatu tingkat tertentu selalu hadir di tengah-tengah kita. Dampak korupsi dari perspektif ekonomi adalah misallocation of resources, sehingga perekonomian tidak optimal (Ariati, 2013). Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, adalah sebagai berikut.
a. Menghambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
b. Melemahkan Kapasitas dan Kemampuan Pemerintah dalam Program Pembangunan 
c. Meningkatkan Utang Negara
d. Menurunkan pendapatan negara
e. Menurunkan produktivitas



2. SOSIAL DAN KEMISKINAN MASYARAKAT
Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat, kekayaan negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat menggoncang stabilitas ekonomi negara, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat dalam negara. Dampak pada aspek sosial di antaranya sebagai berikut:
a. Mahalnya harga jasa dan  pelayanan public :
· Praktek korupsi yang terjadi menciptakan biaya ekonomi yang tinggi.
· Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost economy.
b. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat
· Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya alan membuat masyarkat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebakan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk  membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.
c. Terbatasnya akses bagi rakyat miskin
· Korupsi membuat semua harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. 
· Karena mereka lebih mendahulukan mendapatkan  bahan pokok daripada untuk menyekolahkan anak,ataupun untuk berobat.
3. KESEHATAN MASYARAKAT
Dampak korupsi di bidang kesehatan, antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya  angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk, dan lain-lain. Angka mortalitas ibu hamil dan melahirkan pada tahun 2012, ternyata masih tinggi yakni 359 per 100.000 kelahiran. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2007, yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Secara makro, angka kematian ibu hamil dan melahirkan, merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara (KPK, 2013).

4. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi
a. Memunculkan kepemimpinan korup karena kondisi politik yang carut marut dan cenderung koruptif.
b. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi karena terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, yudikatif atau petinggi partai politik
c. Menguatnya plutokrasi (sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal /kapitalis)
d. Hancurnya kedaulatan rakyat yang disebabkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu.
1) Munculnya Kepemimpinan Korup :
· Menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis.  
· Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah.  
· Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.
· Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. 
· Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.
2) Hilangnya Kepercayaan Publik pada Demokrasi
· Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. 
· Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
· Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah.
· Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil. 
· Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia masih sangat muda, walaupun kelihatannya stabil namun menyimpan berbagai kerentanan.
3) Menguatnya Plutokrasi
· Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan  menguatnya plutokrasi (sitem politik yang dikuasai oleh pemilik modal/kapitalis)
· Perusahaan besar ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini.

5. Dampak Terhadap Otoritas Pemerintahan
· Pertama, korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku
· Kedua, publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi.
· Ketiga, lembaga politik diperalat untuk menopang terwujudnya berbagai kepentingan pribadi dan kelompok
· Mengahmbat berjalannya fungsi pemerintahan
6. Dampak terhadap penegak hukum
· Korupsi adalah penyakit moral dan kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor, lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai perolehan korupsi.
· Pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif, yang seharusnya banyak berperan dalam mendorong gerakan pemberantasan korupsi malah banyak terlibat dan ikut berperan dalam KKN, sebagai dampak dari penegakan hukum yang lemah.
7. Dampak Terhadap Pertahanan Keamanan
Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional, negara yang korup dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan.
8. Dampak Terhadap Kesrusakan Lingkungkan
Penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap lingkungan misalanya:
· Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek rumah kaca (greenhouse effect) misalnya. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas CO2. Efek rumah kaca menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (global warming). 
· Penggunaan bahan kimia seperti freon untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran yang dilakukan oleh berbagai industri secara masif akan merusak lapisan ozon (O3) yang selanjutnya akan mengakibatkan berbagai penyakit.
· Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan.Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.
· Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup.


B. EVALUASI
Bagaimana dampak yang diakibatkan oleh korupsi





























BAB V
PEMBELAJARAN 5
NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI  KORUPSI

KOMPETENSI PEMBELAJARAN
1. Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai  dan anti korupsi
2. Mahasiswa mampu mengatasi faktor-faktor internal penyebab terjadinya korupsi

MATERI
A. NILAI-NILAI ANTIKORUPSI  
Menurut Romi dkk (2011) faktor penyebab korupsi adalah faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Maka Nilai-nilai anti korupsi harus dimiliki oleh setiap individu untuk menghindari munculnya faktor internal.  Sedangkan ntuk mencegah faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai antikorupsi, setiap individu juga harus memahami dengan mendalam prinsip-prinsip antikorupsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi harus tertanam dalam diri individ sehingga terhindar dari perilaku korupsi. 
[image: ]
Nilai-nilai anti koprupsi antara lain pertama nilai inti (jujur, disiplin dan tanggung jawab), kedua etos kerja (kerja keras, sederhana, mandiri) dan ketiga sikap (adil, berani dan peduli).
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1. Jujur
· Menurut Sugiono (2008) Jujur diartikan sebagai lurus hati, tidak bohong, & tidak curang. 
· Tanpa sifat jujur mhs tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya.  (nilai dasar penegakan integritas).
· Nilai kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik,  seperti: tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, tidak memanipulasi daftar hadir dll
· Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, seperti: membuat laporan keuangan setiap kegiatan organisasi  dengan jujur
· Permasalahan yg hingga saat ini masih menjadi fenomena dikalangan mhs yi: budaya ketidakjujuran (mencotek, plagiarisme, titip absen) merupakan fakta menunjukkan bahwa budaya ketidakjujuran kian menggejala
· Persoalan ketidakjujuran mrpk hal yg mengkhawatirkan & perlu perhatian serius apabila budaya ketidakjujuran mahasiswa maka perguruan tinggi menjadi bagian dari pembibitan moral yang detruktif di Indonesia
2. Disiplin
· Menurut Sugiono (2008) disiplin adalah ketaatan/ kepatuhan kepada peraturan
· Disiplin adalah kunci keberhasilan dengan  ketekunan & konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat individu akan mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya 
· Individu yang  disiplin tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara mudah
· Tidak jarang dijumpai perilaku & kebiasaan mhs yg menghambat/tdk menunjang proses pembelajaran antara lain Sering dijumpai mahasiswa yg malas, terlambat hadir, tidak mengerjakan tugas kelompok, melaksanakan tugas individu tidak tepat waktu dl
· Punishment  yg tegas harus diberikan tanpa toleransi, antara lain tidak diizinkan masuk kelas apabila datang terlambat, nama tidak dicantumkan apabila  tidak mengerjakan tugas, tidak diberikan nilai jika memasukan tugas tidak tepat waktu
· Harus ada peran role model
3. Tanggung jawab
· Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan & diperkarakan (Sugiono, 2008)
· Pribadi yang utuh & mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaanya  adalah untuk melakukan perbuatan baik  demi kemaslahatan sesama manusia
· Seseorang yg memiliki kesadaran bahwa segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan YME, masyarakat, negara dan bangsa
· Nilai tanggung jawab seperti Mempunyai prinsip & memikirkan arah masa depan, Memiliki sikap yg menonjolkan generasi penerus, tenaga kesehata yg berguna dalam mengembangkan profesinya, Selalu belajar menjadi generasi muda yang berguna, selain memiliki sikap & kepribadian yang baik
· Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik & akan  memperoleh kepercayaan
· Tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa
4. Adil
· Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.
· Keadilan adalah penilaian sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.
· Pribadi yang adil, akan menyadari bahwa apa yg dia terima sesuai dengan jerih payahnya.
· Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa dapat mempertimbangkan & mengambil keputusan secara adil dan benar.
· Jika ia seorang pimpinan, ia akan memberikan kompensasi yg adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya, ia juga ingin mewujudkan keadilan & kemakmuran bagi masyarakat & bangsanya
5. Berani
· Orang yang memiliki karakter kuat akan berani menyatakan kebenaran, mengaku kesalahan, bertanggung jawab & berani menolak kebatilan dan tdk akan mentoleransi adanya   penyimpangan & berani menyatakan penyangkalan dengan tegas
· Berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega & teman sejawatnya melakukan perbuatan yg menyimpang
· Tidak takut dimusuhi & tidak takut tidak memiliki teman kalau ternyata mereka mengajak kepada hal yg menyimpang
· Pengetahuan yang mendalam menimbulkan keyakinan kuat yang sangat diperlukan untuk menerapkan nilai keberanian sehingga mahasiswa menjadi percaya diri dan menguasai masalah yang dihadapi. 
· Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan.
6. Peduli
· Peduli adalah mengindahkan, memperhati-kan, dan menghiraukan (Sugiono, 2008)
· Pribadi dengan jiwa sosial tinggi (memiliki sifat kasih sayang), tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar justru ia berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama.
· Nilai kepedulian mahasiswa harus mulai  ditumbuhkan sejak berada di kampus.
7. Kerja keras
· Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan.
· Kemauan identik dengan keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur.
· Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik sebesar-besarnya tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat
· Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target.
· Namun, bekerja keras akan menjadi sia-sia jika tanpa adanya pengetahuan.
8. Sederhana
· Nilai kesederhanaan seperti tawadhu (rendah hati)  mau mengakui kelebihan orang lain jauh dari sifat gila hormat, ambisi pangkat/jabatan, berpakaian sopan & sesuai aturan yg ditetapkan, merasa cukup dengan yg ada, bukan lantaran pasrah, melainkan telah berusaha menyempurnakan usaha dan sombong/menonjolkan diri sekalipun mempunyai kelebihan
· Menyelaraskan antara kebutuhan/keinginan dengan kemampuan secara realistis & proporsional
· Bersabar serta berprasangka baik
· Selalu bersyukur dengan apa yg ia miliki, tetapi tetap selalu mengusahakan yg terbaik yg bisa dilakukan
· Tidak sombong ketika dipuji, & tidak rendah diri ketika dikritik
9. Mandiri
Mandiri artinya tidak banyak bergantung pada orang lain dalam berbagai hal. Manfaat kemandirian:
· Membentuk karakter yg kuat pada diri individu untuk menjadi tidak tergantung terlalu banyak pd orang lain
· Mengoptimalkan daya pikir guna bekerja secara efektif
· Jejaring sosial yg dimiliki pribadi yg mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya ((bukan untuk mengalihka tugasnya)
· Tidak akan menjalin hubungan dengan pihak yg tidak  bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat




Kondisi mandiri bagi mhs dapat diartikan sebagai proses pendewasaan diri, artinya tidak bergantung pada orang lain dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya. Ciri mhs mandiri/dewasa memiliki sikap 3 R.: 
· Realible :  dapat diandalkan 
· Responsible : bertanggung jawab terhadap apa yg diperbuat serta siap menanggung  risiko
· Reasonable : beralasan, setiap yg dilakukan dilandasi dengan dasar pemikiran & tujuan yang jelas. 
Mahasiswa mandiri/dewasa juga harus memiliki sifat-sifat positif seperti: Sense of reality and emotional stability, Mampu menghadapi tantangan dengan baik, walaupun gagal tidak pernah menyerah, Mampu bersyukur di masa-masa sulit, Dapat menentukan keputusan dan berpikir bijak dalam keadaan terdesak

B. PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI
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1. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat pendukung baik berupa : Perundang-undangan (de jure) dan  Komitmen & dukungan masyarakat  (de  facto)  baik pada level budaya (individu dengan. Bagaimana untuk mengukur akuntabilitas : 
· Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. 
· Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang   diperoleh masyarakat baik secara   langsung maupun manfaat jangka panjang dari  sebuah kegiatan. 
Prinsip akuntabilitas harus mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam program kegiatan kemahasiswaan dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan
2. Trasparasi
· Transparansi: prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.
· Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.
· Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust )
Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi:
· Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. 
· Proses penyusunan kegiatan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).
· Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana, mekanisme pengelolaan kegiatan mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.
· Proses pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.
· Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kegiatan.
3. Kewajaran (Fairness)
Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi  dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Lima langkah dalam penegakan prinsip fairness :
a. Komprehensif dan disiplin: mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). 
b. Fleksibilitas: adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektifitas.
c. Terprediksi:  ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan.
d. Kejujuran : adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran  bagian pokok dari prinsip fairness. 
e. Informatif : adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif  ciri khas dari kejujuran.
4. Kebijakan Anti Korupsi
Mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Tidak selalu identik dengan undang-undang  (UU) antikorupsi, namun bisa berupa UU kebebasan mengakses informasi, UU desentralisasi, UU anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Terdapat 4 aspek kebijakan antara lain :
a. Isi kebijakan: Kebijakan antikorupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. 
b. Pembuat kebijakan: Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. 
c. Pelaksana kebijakan: Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. 
d. Kultur kebijakan: Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang antikorupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
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5. Kontrol Kebijakan
Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Tiga model kontrol kebijakan :
a. Partisipasi: Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya.
b. Evolusi: Mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak.
c. Reformasi; Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.
      
C. EVALUASI
1. Sebutkan nilai-nilai anti korupsi 
2. Berikan conoth dari nilai-nilai anti korupsi Sebutkan apay yang dimaksud dengan nilai keadilan berikan contohnya
3. Bagaimana prinsip-prinsip anti korupsi















BAB VI
PEMBELAJARAN 6
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

KOMPENTENSI DASAR
1. Mahasiswa mampu menjelaskan Upaya Pencegahan Korupsi  secara tepat dan benar;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Upaya Pemberantasan Korupsi dengan benar;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan Strategi Komunikasi  Pemberantasan Anti Korupsi (PAK)
MATERI
A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI
Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga  privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi seperti  itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai  strategi perdananya.
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan pengertian korupsi,  faktor-faktor penyebab korupsi, nilai-nilai yang perlu  dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi  atau perbuatan-perbuatan koruptif. dan prinsip-prinsip upaya  pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas  korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta  lembaga-lembaga negara harus direformasi. 
Reformasi ini meliputi reformasi terhadap:sistem kelembagaan maupun pejabat publiknya ruang untuk korupi harus diperkecil transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat  publik harus ditingkatkan
Upaya  pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dapat dan telah  dipraktikkan di berbagai negara. Ada beberapa bahan menarik  yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat  upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi.
A. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
a. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan  membentuk lembaga yang independen yang khusus  menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman.Salah satu peran dari  ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta  pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk  mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari  pegawai pemerintah (UNODC: 2004)
b. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah memberi hak  pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap  informasi (access to information). Sebuah sistem harus  dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media)  diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan  dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat  hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan  pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya  secara transparan dan pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau  diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan  dijalankan. Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta  kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu  pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian.
c. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan  mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan  mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum  maupun sesudah menjabat.
Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat  kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki  khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan  setelah selesai menjabat.



Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan  menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan  kasus korupsi.
Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi.  Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat,  semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Media  memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan  atas perilaku pejabat publik.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik  tingat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting  untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah  bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang  keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak  era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti-  Korupsi banyak bermunculan. Sama seperti pers yang  bebas, LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan  atas perilaku pejabat publik.
Upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi  adalah dengan memberikan pidana atau menghukum  seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian  bidang hukum khususnya hukum pidana akan  dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk  memberantas korupsi. Strategi Komunikasi Pemberantasan Korupsi (PK)
1. Adanya Regulasi 
KEPMENKES No: 232 Menkes/Sk/Vi/2013, Tentang  Strategi Komunikasi Pemberantasan Budaya Anti Korupsi  Kementerian Kesehatan Tahun 2013 :
· Penyusunan dan sosialisasai Buku panduan  Penggunaan fasilitas kantor
· Penyusunan dan sosialisasi Buku Panduan Memahami Gratifikasi
· Workshop/ pertemuan peningkatan pemahaman tentang  antikorupsi dengan topik tentang gaya hidup PNS,  kesederhanaan, perencanaan keuangan keluarga sesuai  dengan kemampuan lokus
· Penyebarluasan nilai-nilai anti korupsi (disiplin dan  tanggung jawab) berkaitan dengan kebutuhan pribadi  dan persepsi gratifikasi
· Penyebarluasan informasi tentang peran penting dann  manfaat whistle blower dan justice collaborator
2. Perbaikan Sistem
· Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk  mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah  hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan  koruptor melepaskan diri dari jerat hukum.
· Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi  simpel dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja yang  anti korupsi. Reformasi birokrasi.
· Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, memberikan aturan yang jelas  tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan  umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi.
· Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan  pemberian sanksi secara tegas.
· Penerapan prinsip-prinsip Good Governance.
· Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil  terjadinya human error.
3. Perbaikan manusianya
KPK terus berusaha melakukan pencegahan korupsi sejak  dini. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, ditemukan  bahwa ada peran penting keluarga dalam menanamkan  nilai anti korupsi.
· Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman.  Mengoptimalkan peran agama dalam memberantas  korupsi. Artinya pemuka agama berusaha mempererat  ikatan emosional antara agama dengan umatnya danmenyatakan dengan jelas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk krupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat melawan korupsi
· Memperbaiki moral sebagai suatu bangsa. Pengalihan  loyalitas (kesetiaan) dari keluarga/ klan/ suku kepada  bangsa. Menolak korupsi karena secara moral salah  (Klitgaard, 2001). Morele herbewapening, yaitu  mempersenjatai/ memberdayakan kembali moral bangsa  (Frans Seda, 2003).
· Meningkatkan kesadaran hukum, dengan sosialisasi dan  penkerjaan anti korupsi.
· Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
· Memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi,  pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap,  pemimpin yang bisa menjadi teladan.
B. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI
Komisi  Pemberantasan	Korupsi dalam bukunya mengenai panduan memberantas korupsi dengan  mudah dan menyenangkan, mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi tersebut ke dalam 3 strategi berikut:
1. Strategi Represif  
Strategi  ini   adalah strategi  penindakan	tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, disidik, dituntut,	dan dieksekusi
 berdasar kan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat.
2. Strategi Perbaikan Sistem 
Perbaikan  sistem  dilakukan	 untuk	    mengurangi	      potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi super visi, pencegahan, serta	mendorong	transparansi	penyelenggara
negara.
3. Strategi  Edukasi dan Kampanye 
Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki
 peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun  perilaku dan  budaya antikorupsi. Edukasi dilakukan  pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini.


C. EVALUASI
Bagaimana pandangan  Anda terhadap upaya-upaya pemberantasan yang dilakukan oleh  Indenesia?
       
   


























BAB VII
PEMBELAAJARAN 7
TATA CARA PELAPORAN  DUGAAN PELANGGARAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI

KOMPETENSI DASAR
1. Peserta mampu menjelaskan laporan dengan benar
2. Peserta mampu menjelaskan pengaduan dengan benar
3. Peserta mampu menjelaskan Tata Cara Penyampaian  Pengaduan dengan benar

MATERI
Pengertian Laporan/ pengaduan dapat kita temukan didalam  Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh  seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-  undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah  atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa  pidana.(Pasal 1 angka 24 KUHAP)
Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan adalah: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan  oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang  berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang  telah melakukan tindak pidana aduan yang  merugikannya.(Pasal 1 angka 25 KUHAP)

A. LAPORAN
laporan merupakan suatu bentuk  pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa  telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/ kejahatan. Artinya, peristiwa yang  dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga  dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang  berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan  tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai  orang yang melihat suatu tidak kejahatan memiliki  kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut.
Jika Anda  ingin melaporkan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi di  lingkungan kementerian Kesehatan, saat ini kementerian  Kesehatan melalui Inspektorat jenderal sudah mempunyai  mekanisme pengaduan tindak pidana korupsi.  Mekanisme pelaporannya adalah :
1. Tim Dumasdu pada unit Eselon 1 setiap bulan  menyampaikan laporan penanganan pengaduan  masyarakat dalam bentuk surat kepada Sekretariat Tim  Dumasdu. Laporan tersebut minimal memuat informasi  tentang nomor dan tanggal pengaduan, isi ringkas  pengaduan, posisi penanganan dan hasilnya  penanganan.
2. Sekretariat Tim Dumasdu menyusun laporan triwulanan  dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri  Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi dan pihak-pihak terkait  lainnya.

B. PENGDUAN
Pengaduan yang dapat bersumber dari berbagai pihak  dengan berbagai jenis pengaduan, perlu diproses ke dalam  suatu sistem yang memungkinkan adanya penanganan dan  solusi terbaik dan dapat memuaskan keinginan publik  terhadap akuntabilitas pemerintahan.Ruang lingkup materi  dalam pengaduan adalah adanya kepastian telah terjadi sebuah tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan,  dimana tindakan seorang pengadu yang mengadukan  permasalahan pidana delik aduan harus segera ditindak  lanjuti dengan sebuah tindakan hukum berupa serangkaian  tindakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-  undangan. Artinya dalam proses penerimaan pengaduan  dari masyarakat, seorang pejabat yang berwenang dalam  hal ini internal di Kementerian Kesehatan khususnya  Inspektorat Jenderal, harus bisa menentukan apakah  sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh seorang pengadu  merupakan sebuah tindak pidana delik aduan ataukah  bukan. 


1. Penyelesaian Hasil	Penangan Pengaduan  Masyarakat
· Sekretariat Tim Dumasdu secara periodik melakukan  monitoring dan evaluasi (money) terhadap hasil  ADTT/Investigasi, berkoordinasi dengan Bagian Analisis  Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (APTLHP).  
· Pelaksanaan money dan penyusunan laporan hasil money  dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur  (SOP) yang berlaku pada Inspektorat Jenderal.
2. Penyelesaian hasil penanganan dumas agar ditindaklanjuti  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku, berupa:
· Tindakan administratif;
· Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
· Tindakan perbuatan pidana;
· Tindakan pidana;
· Perbaikan manajemen.

C. TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN
Prosedur Penerimaan Laporan kepada Kemenkes adalah  Berdasarkan Permenkes Nomor 49 tahun 2012 tentang  Pengaduan kasus korupsi, beberapa hal penting yang perlu  diketahui antaranya Pengaduan masyarakat di Lingkungan Kementerian  Kesehatan dikelompokkan dalam:
· Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; dan
· Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan adalah:  mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya  penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang  dilakukan oleh aparatur Kementerian Kesehatan sehingga  mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.
Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan  merupakan pengaduan masyarakat yang isinya  mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang  konstruktif, dan lain sebagainya, sehingga bermanfaat bagi  perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan  masyarakat.
Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian  Kesehatan dapat disampaikan secara langsung melalui  tatap muka, atau secara tertulis/surat, media elektronik, dan  media cetak kepada pimpinan atau pejabat Kerrienterian  Kesehatan.
Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian  Kesehatan harus ditanggapi dalam waktu paling lambat 14  (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.

D. EVALUASI
Apa beda yang prinsip antara laporan dan  pengaduan dan bagaimana tatacara untuk laporan dan  pengaduan.




















BAB VIII
PEMBELAAJARAN 8
GRATIFIKASI

KOPETENSI DASAR
1. Mahasiswa mampu menjelaskan  pengertian gratifikasi dengan benar
2. Mahasiswa mampu menjelaskan  landasan hukum tentang gratifikasi
3. Mahasiswa mampu menjelaskan  Gratifikasi Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Korupsi
4. Mahasiswa mampu menjelaskan contoh gratifikasi
5. Mahasiswa mampu menjelaskan sanksi gratifikasi

MATERI

A. PENGERTIAN
1. Gratifikasi menurut kamus berasal dari bahasa Belanda Gratificatie” atau bahasa Inggrisnya “Gratification” yang artinya hadiah uang
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1988), Gratifikasi diartikan pemberian hadiah uang kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan
3. Menurut UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,  barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,  tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,  pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri  maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan  menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana  elektronik.
Ada beberapa contoh penerimaan gratifikasi, diantaranya  yakni:
· Seorang pejabat negara menerima “uang terima kasih”  dari pemenang lelang;
· Suami/ Istri/ anak pejabat memperoleh voucher belanja  dan tiket tamasya ke luar negeri dari mitra bisnis istrinya/  suaminya;
· Seorang pejabat yang baru diangkat memperoleh mobil  sebagai tanda perkenalan dari pelaku usaha di  wilayahnya;
· Seorang petugas perijinan memperoleh uang “terima  kasih” dari pemohon ijin yang sudah dilayani.

B. LANDASAN HUKUM
1. Aspek hukum gratifikasi meliputi tiga unsur yaitu: (1) dasar  hukum, (2) subyek hukum, (3) Obyek Hukum
2. Ada dua Dasar Hukum dalam gratifikasi yaitu: (1) Undang-  undang Nomor 30 Tahun 2002 dan (2) Undang2-undang No 20 Tahun 2001
3. Menurut undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 16: “  setiap PNS atau Penyelenggara Negara yang menerima  gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK”
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2001, menurut UU No 20  tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi pasal 12  C Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan  gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Ayat 2 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30  hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut  diterima.










C. UKURAN GRATIFIKASI
	KARAKTERITIK
	PENJELASAN

	Motif
	Apakah pemberian tersebut untuk mempengaruhi keputusan PNS/Pejabat untuk melaksanakan/tidak melaksanakan tupoksinya?

	Keseteraan
	Apakah pemberi dan penerima mempunyai hub yang “setara?”, jk tidak = gratifikasi = laporkan

	Realisasi Kekuasaan
	Apakah terdapat kaitan berkenaan dengan/ menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda  seperti  Panitia PBJ, PPK, dll

	Conflic Of Interest
	Apakah pemberian tersebut dapat menjadi benturan kepentingan di masa mendatang   (ga enak… karena sudah kenal dan membantu)

	Cara Memberi
	Apakah pemeberian dilakukan secara terbuka

	Kewajaran
	Apakah pemberian tersebut dalam jumlah dan frekuensi yang wajar  secara ukuran masy. Umum?



1. Gratifikasi Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Korupsi
Gratifikasi dikatakan sebagai pemberian suap jika  berhubungan dengan jabatannnya dan yang berlawanan  dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan.  Menurut Permenkes Nomor 14 tahun 2014 huruf a meliputi penerimaan namun tidak terbatas, Gratifikasi yang dianggap dianggap suap adalah :
a. Marketing fee atau imbalan yang bersifat transsaksional yag terkait dengan pemasaran suatu produk
b. Casback,  yang diterima instansi yang digunakan untuk keperluan pribadi
c. Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pelayanan publik, atau proses lainnya
d. Sponsorship, yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk



Contoh pemberian yang dapat digolongkan	 sebagai gratifikasi, antara lain:
· Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
· Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima  pejabat pada saat perkawinan anaknya;
· Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/ pegawai  negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
· Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/ pegawai  negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
· Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan  kepada pejabat/pegawai negeri;
· Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara  pribadi lainnya dari rekanan;
· Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai  negeri pada saat kunjungan kerja;
· Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau  bawahannya.
2. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap Tidak Terkait Kedinasan :
· Diberikan orang  lain yang memiliki hubungan keluarga (kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dg penerima gratifikasi.
· Diberikan orang lain dalam acara pernikahan, keagamaan, adat yang tidak ada konflik kepentingan yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap.


· Pemberian instansi berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur Kemenkes selain upacara  sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap;
· Pemberian dari atasan kepada bawahan sepanjang tdk menggunakan anggaran negara
· Pemberian dari sesama aparatur terkait acara perayaan menyangkut kedudukan/jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, pensiun yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap;
· Pemberian dari sesama aparatur terkait musibah/bencana yang dialami penerima gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan; 
· Hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir  yang berlaku umum;
· Hidangan, sajian yang berlaku umum;
· Prestasi akademis/non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan/kompetisi.
· Keuntungan/bunga  dari penempatan dana, investasi,  saham pribadi yang berlaku umum;
· Kompensasi/pengahasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan langsung/pihak lain yang berwenang.
3. Sanksi Gratifikasi
· Sanksi pidana yang menerima gratifikasi dapat dijatuhkan  bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:
· menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut  diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan  karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan  dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang  yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan  dengan jabatannya;
· menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut  diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk  menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan  sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan  kewajibannya;
· menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga  bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
· dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang  lain secara melawan hukum, atau dengan  menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang  memberikan sesuatu, membayar, atau menerima
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan  sesuatu bagi dirinya sendiri; 
· pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima,  atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri  atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas  umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara  negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai  utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut  bukan merupakan utang;
· pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima  pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah  merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui  bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
· pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan  tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai,  seolah-olah	sesuai	dengan peraturan  perundangundangan, telah merugikan orang yang  berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut  bertentangan dengan peraturan perundangundangan;  atau


· baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja  turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau  persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk  seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau  mengawasinya

D. PENGENDALIAN GRATIFIKSI
Berupa self assessment sederhana yang dapat digunakan oleh masing-masing pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menghadapi penerimaan gratifikasi. 
Dengan melakukan assessment “AMATI” diharapkan PNS dan Penyelenggara Negara dapat mengambil sikap yang tepat pada saat dihadapkan pada pemberian gratifikasi, apakah harus segera menolak, atau dapat menerimanya untuk kemudian dilaporkan kepada KPK.
 
	A
	ATURAN : Bagaimana aturan yang berlaku di instansi Saudara terkait penerimaan gratifikasi?

	M
	MAKSUD: Apa maksud si pemberi memberikan gratifikasi kepada saudara?

	A
	AGENDA: Adakah agenda kegiatan yang sedang berlangsung pada saat dilakukannya pemberian gratifikasi kepada Saudara?

	T
	TERBUKA; Apakah pemberian tersebut sah dan dilakukan secara terbuka?

	I
	IDENTITAS; bgmn identitas & latar belakang pemberi dlm kaitannya dengan jabatan dan pelaksanaan tugas serta kewajiban Saudara?


  
Menurut Permenkes No.14 Tahun 2014 tentang pegendalian gratifikasi dilingkungan Kementerian Kesehatan :
· Penandatanganan Komitmen Bersama Menteri Kesehatan dengan Stakeholder tentang Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi disaksikan oleh Pimpinan KPK (Kamis, 3 April 2014)
· Guna mendukung implementasi komitmen tersebut,  ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
· Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 merupakan pedoman bagi Aparatur Kementerian Kesehatan dalam menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada gratifikasi.

E. PELAPORAN GRATIFIKASI
Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah Unit pelaksana program pengendalian gratifikasi  :
· Aparatur kemenkes wajib lapor gratifiksi ke KPK
· Untuk mempermudah koordinasi, pelaporan gratifikasi di lingkungan Kemenkes dapat dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
· Dalam hal Aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada UPG Kemenkes, harus memberitahukan kepada UPG Unit Utama atau UPG UPT disertai bukti tanda terima dari UPG Kemenkes.
· Dalam  hal aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada KPK, harus memberitahukan kepada UPG Kemenkes disertai bukti tanda terima dari KPK
· Ketentuan pelaporan gratifikasi dikecualikan bagi gratifikasi yang ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau sedang dalam proses hukum
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BAB IX
PEMBELAJARAN 
PEMERINTAHAN BAIK DAN BERSIH
(GOOD GOVERNENCE)

KOMPETENSI DASAR 
1. Mahasiswa  mampu menjelaskan Konsep Clean & Good Governance
2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan prinsip-prinsip  Clean & Good Governance
3. Mahasiswa mampu menjelaskan Reformasi Birokrasi
4. Mahasiswa mampu menjelaskan Program kemenkes dalam upaya pencegahan korupsi
5. Maahasiswa mampu menjelaskan sisitem Pengendalian Internal Pemerintah
6. Mahasiswa mampu menjelaskan Pembangunan Zona Integritas

MATERI
A.  PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi yang baik
Penerapan prinsip transparasi, partisipasi dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umu
Suatu gagasan dan nilai untu mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usahaswasta dan masyarakat
B. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Prinsip-prinsip  Good Governance menurut United Nations Development Program (UNDP) :
1. Partisipasi (Participation) 
Syarat utama warga negara dalam berpartisipasi :
a. ada rasa kesukarelaan dan tanpa paksaaan;
b.  ada keterlibatan secara emosional;
c.  memperoleh manfaat, secara langsung dan tidak langsung dari keterlibatannya.
2. Penegakan Hukum (Rule of Law);
Membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (software), perangkat keras (hardware) maupun sumber daya manusianya (humanware)
3. Transparansi (Transparancy);
Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses  pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai  pada tahapan evaluasi.
4. Daya Tanggap (Responsiveness);
Sektor publik selama ini dianggap tertutup, arogan dan berorientasi pada kekuasaan. 
5. Berorientasi pada konsensus (Consensus Orientation);
Dalam pengambilan keputusan lebih menitikberatkan konsensus . Musyawarah merupakan proses, sedangkan mufakat merupakan hasil.
6. Keadilan/kesetaraan (Equity)
Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, walaupun kemampuan  individu berlainan namun sektor publik harus berperan agar kesejahteraan dan keadilan seiring sejalan.
7. Keefektifan dan Efisiensi (Effectiveness & Efficiency);
Perlunya kompetisi untuk menciptakan keefektifan dan efisiensi pada sektor publik.
8. Akuntabilitas (Accountability)
Pertanggungjawaban setiap aktivitas menyeluruh kepada publik/masyarakat luas, disamping kepada atasan. 
9. Visi Strategis (Strategic Vision)
 Perlunya visi jangka pendek (short-term vision) dan visi jangka panjang (long-term vision).


C. TATA KELOLAPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
1. Reformasi Birokrasi
proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Reformsi birokrasi berarti :
· Perubahan cara berfikir (Polapikir, pola sikap dan Pola Tindak)
· Perubahan Penguasa menjadi pelayan
· Mendahulukan peranan dari wewenang
· Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir Perubahan manajemen kerja
2. Visi Reformasi Birokrasi
Terwuwujudnya pemerintah yang amanah atau tatapemerintah yang baik
3. Misi Reformasi Birokrasi
Mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintahan sebagai abdinegara dan abdi masyarakat serta dapat menjadi suri teladan dan panutan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari hari.
4. Tujuan Reformasi Birokrasi
Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara
Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan
5. Sasaran Reformasi Birokrasi
· Terwujudnya birokrasi profesional, netral dan sejahtera, mapu menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik
· Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yg proporsional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.
· Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat tidak berbelit, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
6. Faktor Sukses Reformasi Birokrasi
a. Komitmen Pimpinan, masih kentalnya budaya paternalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia
b. Kemauan diri sendiri, kemauan dan keikhlasan penyelenggara pemerintahan (birokrasi) untuk mereformasi diri sendiri
c. Kesalahpahaman, ada persamaan persepsi terhadap reformasi birokrasi terutama dari birokrat sendiri, sehingga terjadai perbedaan pendapat yang menghambat reformasi
D. PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
1. Strategi Nasional pencegahan dan pemeberantasan Korupsi 
2. Peraturan Prsiden No. 55 Tahun 2012
a. Melaksanakan upaya pencegahan
b. Melaksanakan langkah-langkah strategis dibidang penegak hukum
c. Melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peaturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor lainnya
3. Melaksanakan kerjasama internasional penyelamatan asset hasil tipikor
4. Mingkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi
5. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korups

E. UPAYA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI 
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden  Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasinal Pencegahan Pemberantasan Korupsi (PPK), Kementerian Kesehatan elah melaksanakan upaya percepatan reformasi birokrasi antara lain :
1. Disiplin kehadiran menggunakan absen pringer print
2. Mengisi sasaran keinerja pegawai
3. Pelayanan prima
4. Penandatangan fakta integritas bagi setiap pelantikan pejabat di Kementerian Kesehatan
5. Terlaksananya srategi komunikasi PBAK
6. Sosialisasi tentang larangan melakukan gratifikasi
7. Pemberlakuan Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik
8. Layanan publik berbasi teknologi informasi
9. Pelaksanaan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai
10. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

F. SISTEM PENGNDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
Menurut PPNomor 60 Tahun 2008 , Bab I pasasl 1, SPI adalah proses yang integral  pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadi atas tercapainya tujuan organisasi melalui :
1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Pengamanan aset negara, dan 
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Unsur Sistem Pengndalian Internal Pemerintah (SPIP) antara lain :
1. Lingkungan, kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengenadlian intern
2. Penilaian Risiko, kegiatan peneilian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi
3. Kegiatan, tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan proseur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efetif
4. Informasi/Komunikasi, proses pengolahan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta tersampaikan informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang
5. Pemantauan, pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

G. PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU  MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM
Menurut Peraturan Menteri PAN DAN RB Nomor 60 Tahun 2012 yang dimaksud dengan :
1. Zona Integritas (ZI) : adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 
2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) : adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya; 
4. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
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